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PERATURAI-I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2OO9

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pengawasan dan Penertiban Barrgunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor43Tahun 1999;

Undang-Undang Nomcr 28 Tohun 20A2 tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 -fahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Talrun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
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L Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

L Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan
Gedung;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah l{omor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

' 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,Nomor 59 Tahun 2007:

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang
PolaiOrganisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta;

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSMN :

:

Menetapkan : PEMTURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



3.

4.

Gubernur aclalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus

lbukota Jakarta"

Sekretaris Daerah adalalr Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang juga disebut Dinas
adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah
Khusus I bukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.

Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang selanjutnya
disebut Suku Dinas P2B adalah Suku Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan pada Kota Administrasi.

Suku Dinas Perizinan Bangunan yang selanjutnya disebut Suku Dinas
PBK adalah Suku Dinas Perizinan Bangunan pada Kota Administrasi.

Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kabupaten yang
selanjutnya disebut Suku Dinas P2B Kabupaten adalah Suku Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Kabupaten Administrasi.

Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi atau
Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi.

Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kecamatan yang
selanjutnya disebut Seksi Dinas P2Ei Kecamatan adalah Seksi Dinas
Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Kecamatan.
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20. Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut

Seksi Dinas PBK adalah Seksi Dinas Perizinan Bangunan pada

Kecamatan.

21. IMB adalah Singkatan dari lzin Mendirikan Bangunan.

22. SLF adalah Singkatan dari Sertifikat Laik Fungsi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang pengawasan dan penertiban
bangunan.

(2) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan
Lingkungan Hidup.

Pasal 3

(1) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan
penertiban bangunan;

c. p€rn€riksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis
perencanaan bangunan termasuk bangunan pelestarian;

d. pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan
termasuk bangunan pelestarian dan kesesuaian pelaksanaannya;

e. pemeriksaan, pene!itian dan penilaian dokumen pemeliharaan,
pengkajian teknis dan rencana teknis pembongkaran bangunan
gedung termasuk bangunan pelestarian;

f. pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyaratan teknis
bangunan pada tahap pemanfaatan termasuk bangunan
pelestarian;

g. pernberian pertimbangan teknis dan persyaratan bangunan menjadi
bangunan pelestarian;



h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pemeliharaan dan
pembongkaran bangunan gedung;

i. penegakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan
bangunan gedung;

j. penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan bongkar
bangunan gedung;

k. pendataan, pengolahan dan penyajian data dan informasi
bangunan;

l. pembinaan dan pengembangan terraga teknis di bidang bangunan
gedung;

m. pelayanan, pembinaan dan pengendalian persetujuan teknis,
standardisasi dan/atau perizinan bangunan gedung;

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi bangunan;

o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana pengawasan dan penertiban
bangunan gedung;

p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat
daerah;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan; dan

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) susunan organisasi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3. Subbagian Program dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pengawasan Pembangunan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Arsitektur:
2. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Struktur; dan
3. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan lnstalasi.

d. Bidang Pengawasan Kelaikan, terdiri dari :

1. Seksi Kelaikan Arsitektur;
2. Seksi Kelaikan Struktur; dan
3. Seksi Kelaikan Instalasi.



e. Bidang Perizinan, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan Pembangunan;
2. Seksi Perizinan Pemanfaatan; dan
3. Seksi Kepemilikan Bangunan.

f. Bidang Penertiban, terdiri dari :

1. Seksi Penertiban Pembangunan;
2. Seksi Penertiban Pemanfaatan; dan
3. Seksi Pengaduan dan Sanksi.

g. suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Kota Administrasi;

h. Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi;

i. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Kabupaten Administrasi'

j seksi Dinas Pengawasan dan penertiban Bangunan Kecamatan;

k. Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan; dan

l. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas pengawasan dan penertiban
Bangunan sebagaimana tercantum daram Lampiran peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyaitugas :

a. memimpin dan.mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang,
Suku Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsionail

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja perangkal Daerah (uKpD)
dan/atau instansi pemerintah dalam r-angka pe-iaksanaan tug'as dan
fungsi Dinas; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas.

(2) sekretariat dip.impin oleh seorang sekretaris Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada xdpirb
Dinas.



Pasal 7

('1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas.

(2) Untuk nrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat ntempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksarraan Anggaran (DPA) Sekretariai;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

. dan Doltumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
d. pelaksanaan monitoring, pengendaliart dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh Unit Kerja
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

e. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
pengawasan dan penertiban bangunan;

f. pongoordinasian kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Unit
Kerja Dinas;

g. pengoordinasian penyusunan rencana sttategis Dinas;
h. pengelolaan kepegau,aian, keuangan dan barang;
i. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga

teknis pengawasan dan penertiban bangunan;
j. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Dinas'
k. pelaksanaan publil<asi kegiatan dan pengaturan acara Dinas;
l. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

kantor Dinas;
m. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan

dan akuntabilitas) Dinas;
n. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat.

Pasal B

(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan administrasi umum Dinas.

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas.

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana l(erja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan antara lain
meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel,
pendistribusian dan pengiriman surat, serta penyimpanan,
penelusuran dan pemeliharaan arsip;



d. melaksilnakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindalran,
keamanan dan ketertiban kantor Dinas;

e. melaks:.Tnakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan safana kantor dinas seperti bangunan gedung dan
perlengi'rapan/ peralatan/inventaris kantor Di nas ;

f. melal<sanakan kegiatan proses pernbangunan bangunan gedung
kantor Dinas;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUruang pertemuan Dinas;
h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas;
i. melaksanakan publikasi kegiatan Dirrasi
j. menghir,rpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris

peralatan/perlegkapan kantor Dinas;
k. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/

peralataniinventaris kantor Dinas;
L melaksarrakan koordinasi penghapusan barang;
m. menyampaikan, pencatatan penerimaan, penyimpanan,

pendisiribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian
Keuangan untuk dibukukan;

n. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan
tugas Sutrbagian Umum; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasal I

(1) subbagian Kepegawaian merupakan satuan Kerja sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dinas.

(2) subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

(DPA)

c. melaksanakan perencanaan kebutuhan. penempatan,
pengembangan, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai;
melaksanakan monitoring, pembinaan, pengembangan,
pengendalian dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan,
kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatan;
menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data,
informasi dan dokumen kepegawaian termasuk Daftar peniraian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan lDtttg
Pegawai;
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h. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan

tugas Subbagian KePegawaian; dan
i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja
$ekretariat dalam pelaksanaan tugas program dan anggaran dinas.

(2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis Dinas;
d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh
Unit Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

t. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan
penerbitan/pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM);

g. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan laporan kinerja, laporan kegiatan dan laporan
akuntabilitas terhadap Unit Kerja Dinas;

h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, laporan
kegiatan dan akuntabilitas dinas;

i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi Dinas;
j. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
k. mengoordinasikan penyusunan laporan (kinerja, kegiatan dan

akuntabi I itas) Sekretariat;
l. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan

pelaksarraan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Program dan Anggaran.

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas.



(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
d. menerima, mencatat, membukukan dan melaporkan penerimaan

dan pengeluaran Dinas;
e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
f. menerima dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan

pengeluaran belanja;
g. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban

keuangan Dinas;
h. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi

anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Dinas;
i. melakukan analisis dan evaluasi rrilai dan manfaat aset Dinas;
j. mencatat, membukukan dan menyusun akutansi aset Dinas;
k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan raporan

dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja
Dinas;

L menyusun rancangan target retribusi dinas;
m. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis

kepada Sendahara;
n. menyiapkan bahan laporan sekretariat yang terkait dengan tugas

Subbagian Keuangan; dan
o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengawasan Pembangunan

Pasal 12

(1) Bidang Pengawasan Pembangunan merupakan Unit Kerja lini Dinas
dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan.

(2) Bidang Pengawasan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 13

(1 )Bidang Pengawasan Penrbangunan mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan penyelenggaraan bangunan tahap perencanaan dan
pelaksanaan bangunan.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengawasan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan pembangunan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pengawasan Pembangunan;

c. penyusunan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria Bidang
Pengawasan Pembangunan serta program kegiatan;

d. penyelenggaraan pertimbangan teknis bangunan oleh rim Ahli
Bangunan Gedung;

e. persetujuan dokumen rencana teknis terdiri dari gambar dan
perhitungan teknis untuk bangunan gecJung dan/atau bangunan
yang menjadi lingkup tugas Dinas;

f. pengesahan dokumen teknis pelaksanaan terdiri dari gambar kerja
dan penunjukan rekomendasi Direksi pengawas untuk bangunan
gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinai;g. pengesahan dokumen teknis hasil pelaksanaan terdiri dari laporan
Direksi Pengawas dan gambar hasil pelaksanaan (as built
drawings) untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

h. persetujuan pelaksanaan uji beban (loading test) dalam rangka
perencanaan struktur;

i. pengawasan bangunan pada tahap pelaksanaan untuk bangunan
. gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinai;j pengusulan penetapan bangunan pelestarian-;
k. pengusulan dan pelaksanaan penghentian pekerjaan pelaksanaan

pembangunan untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
. menjadi lingkup tugas Dinas yang melanggar ketentuan-;l. persetujuan permohonan perpanlangan izin pelaku teknis

perencana dan pengawas pelaksanaan bangunan;
m. pengusulan sanksi pelaku teknis perencanaan dan pelaksanaan

yang melanggar ketentuan untuk bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

n. pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas pengawasan
pembangunan;

o. pembinaan dan pengarahan kinerja pengawasan perencanaan
9"n pelaksanaan bangunan di suku Dinas pengawasan dan
Penertiban Bangunan;

p. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi Bidang Pengawasan dan pembangunan; danq. pelaporan dan pertanpgunojawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengawasan pembangunan.

(3) Lingkup tugas pengawasan penyerenggaraan bangunan tahap
perencanaan dan pelaksanaan bangunan meliputi semua bangunan
gedung daniatau bangunan serain yang menjadi lingkup tugas"suku
Dinas.

Pasal 14

(1)seksi Perencanaan dan pelaksanaan Arsitektur merupakan satuan
["ri" Bidang Pengawasan pembangunan dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan arsitektur.



(2) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Arsitektur dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.

(3) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaalr Arsitektur mempunyai tugas "

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan
Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pengawasan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c- menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur, kriteria
perencanaan dan pelaksanaan arsitektur;

d. menyusun bahan sidang konsultasi pertimbangan Tim Ahli
Bangunan Gedung dalam rangka persetujuan teknis arsitektur;

e. menyusun bahan persetujuan dokumerr rencana teknis arsitektur
yang terdiri dari gambar dan perhitungan teknis arsitektur yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

f. melaksanakan proses pengesahan rjokumen teknis pelaksanaan
terdiri dari gambar kerja arsitektur, penunjukan pemborong dan
Direksi Pengawas Arsitektur untuk bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

g. melal<sanakan kegiatan pengawasan bangunan pada tahap
pelaksanaan pembangunan teknis arsitektur untuk bangunan
gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

h. memberikan pengesahan dokumen teknis hasil pelaksanaan
arsitektur terdiri dari laporan direksi pengawas dan gambar hasil
pelaksanaan arsitektur (as built drawings) yang menjadi lingkup
tugas Dinas;

i. mengusulkan dan melaksanakan penghentian pekerjaan
pelaksanaan pembangunan yang melanggar ketentuan teknis
arsitektur untuk baqgunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

j. mengusulkan sanksi pelaku teknis perencana dan/atau pengawas
pelaksanaan untuk bangunan yang menjadi lingkup tugas dinas;

k. menyusun bahan persetujuan atas permohonan perpanjangan izin
pelaku teknis arsitektur untuk perencana dan pengawas
pelaksanaan;

l. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis
kepada petugas seksi Perencanaan dan pelaksanaan Arsitektur;

m. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan pembangunan
yang berkaitan dengan tugas Seksi perencanaan dan
Pelaksanaan Arsitektur; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Arsitektur.

Pasal 15

(1)seksi Perencanaan dan Pelaksanaan struktur merupakan satuan
Kerja Bidang Pengawasan pembangunan dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan struktur.



(2) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Struktur dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawatl
kepada Kepala Bidang Pengawasan Pernbangunan.

(3) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Struktur mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan
Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang' Pengawasan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. rRenyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria

perencanaan dan pelaksanaan struktur;
d. menyusun bahan siCang konsultasi pertimbangan Tim Ahli

Bangunan Gedung dan dalam rangka persetujuan teknis struktur;
e. menyusun bahan persetujuan dokumen rencana teknis struktur

terdiri dari gambar dan perhitungan teknis struktur untuk bangunan
gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

f. memberikan persetujuan dokumen teknis pelaksanaan struktur
terdiri dari gambar kerja struktur, penunjukan pemborong dan
direksi pengawas struktur untuk bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

g. melaksanakan proses mengesahkan dokumen teknis hasil
pelaksanaan struktur terdiri dari laporan direksi pengawas dan
gambar hasil pelaksanaan struktur (as built drawings) untuk
bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas
Dinas;

h. menyusun bahan persetujuan pelaksanaan uji beban (loading
test);

i. melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap peraksanaan
pembangunan dari segi teknis struktur untuk bangunan gedung
dan/atau bangunan yang menjacli lingkup tugas Dinas;j. mengusulkan dan melaksanakan penghentian pekerjaan
pelaksanaan pembangunan yang melanggar ketentuan teknis
struktur untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi
lingkup tugas Dinas;

k. mengusulkan sanksi pelaku teknis perencana dan/atau pengawas
pelaksanaan untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

l. mengusulkan bahan persetujuan atas permohonan perpanjangan
izin pelaku teknis struktur untuk perencana dan pengawas
pelaksanaan;

m. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis
kepada petugas seksi Perencanaan dan pelaksanaan struktur;

n. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan pembangunan
yang berkaitan dengan tugas Seksi perencanaan dan
Pelaksanaan Struktur; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Struktur.

Pasal 16

(1) seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Instalasi merupakan satuan
Kerja Bidang Pengawasan Pembangunan daram pelaksanaan
kegiatan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan instalasi.



(2) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Instalasi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di hrawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengawasan Pembangunan.

(3) Seksi Perencanaan darr Pelaksanaan lnstalasi mempunyai tugas :

t.

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan
Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengawasan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kegiatan perencanaan dan pelaksanaan instalasi bangunan;
menyusun bahan sidang pertimbangan Tim Ahli Bangunan
Gedung dan dalam rangka persetujuan teknis instalasi;
menyusun bahan persetujuan dokumen rencana teknis instalasi
terdiri dari gambar dan perhitungan teknis instalasi yang menjadi
lingkup tugas Dinas;
memberikan persetujuan dokurnen teknis pelaksanaan terdiri dari
gambar kerja instalasi, penunjukan pemborong dan Direksi
Pengawas Instalasi untuk bangunan gedung daniatau bangunan
yang menjadi lingkup tugas Dinas;
melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap pelaksanaan
pembangunan teknis instalasi untuk bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;
menyusun bahan persetujuan dokumen teknis hasil pelaksanaan
instalasi terdiri dari laporan Direksi Pengawas dan gambar hasir
pelaksanaan instalasi (as built drawings) untuk bangunan gedung
dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;
mengusulkan dan melaksanakan penghentian pekerjaan
pelaksanaan pembangunan yang melanggar ketentuan teknis
instalasi untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;
mengusulkan sanksi kepada pelaku teknis perencana dan/atau
pengawas pelaksanaan untuk bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;
menyusun bahan persetujuan atas permohonan perpanjangan izin
pelaku teknis instalasi untuk perencana dan pengawas
pelaksanaan;
melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada petugas Seksi
Perencanaan dan Pelaksanaan lnstalasi:

m. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pengawasan Pembang unan;

n. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pengawasan pembangunan;

o. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan pembangunan
yang irerkaitan dengan tugas Seksi perencanaan dan
Pelaksanaan Instalasi; dan

p- melapori<an dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan lnstalasi.

a,

b.

c.

d.

f.

g.

h.

j.

k.



Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Kelaikan

Pasal 17

(1) Bidang Pengawasan Kelaikan merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam
pelaksanaan pengawasan kelaikan bangunan pada tahap
pemanfaatan.

(2) Bidang Pengawasan Kelaikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
.Dinas.

Pasal 18

(1) Bidang Pengawasan Kelaikan melaksanakan tugas pengawasan
kelaikan arsitektur, struktur dan instalasi bangunan daram
penyelenggaraan bangunan tahap pemanfaatan bangunan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengawasan Kelaikan mempirnyai fungsi :

a- penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengawasan Kelaikan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pengawasan Kelaikan;

c. penyusunan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria bidang
pengawasan pemanfaatan bangunan;

d. persetujuan kelaikan teknis pada tahap pemanfaatan untuk
kelaikan bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi
lingkup tugas Dinas;

e. persetujuan rencana bongkar (domisili) untuk bangunan gedung
dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

f . persetujuan teknis pertelaan bangunan gedung untuk bukti
kepemilikan bangunan ;

g. pengawasan kelaikan bangunan dan penggunaan pada tahap
pemanfaatan dalam rangka sLF untuk bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

h. persetujuan permohonan perpanjangan izin peraku teknis
pemelihara bangunan dan pengkaji teknis;

i. pengawasan pelaksanaan pengujian kelaikan bangunan;j. pengusulan dan pelaksanaan penghentian penggunaan bangunan
pada tahap pemanfaatan yang melanggar ketentuan untuk
bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas
Dinas;

k. pengusulan sanksi kepada pelaku teknis pemerihara bangunan
dan pengkaji teknis yang melanggar ketentuan untuk bangunan
gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

l. pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas pengawasan
kelaikan bangunan;

m. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi Bidang Pengawasan Kelaikan; clan

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pengawasan Kelaikan.



(3) Lingkup tugas pengawasan penyelenggaraan bangunan tahap
pemanfaatan bangunan meliputi semua bangunan gedung dan/atau
bangunan selain yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas.

Pasal 19

(1) Seksi Kelail<an Arsitektur merupakan Satuan Kerja Bidang Pengawasan
Kelaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kelaikan
arsitektur bangunan pada tahap pemanfaatan.

(2) Seksi Kelaikan Arsitektur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengawasan Kelaikan.

(3) Seksi Kelaikan Arsitektur mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan
Kelaikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengawasan Kelaikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kelaikan arsitektur;

d. menyusun bahan persetujuan dokumen kelaikan teknis arsitektur
yang terdiri dari kajian teknis atau laporan pemeliharaan dan
gambar as built drawing pada tahap pemanfaatan untuk bangunan
gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas dinas;

e. menyusun bahan persetujuan teknis pertelaan bangunan gedung
untuk bukti kepemilikan bangunan;

f. melaksanakan kegiatan pengawasan kelaikan dan penggunaan
bangunan pada tahap pemanfaatan dari segi teknis arsitektur
untuk bangunan gedung dan/atau bangurran yang menjadi lingkup
tugas Dinas;

g. menyusun balran persetujuan permohonan perpanjangan izin
pelaku teknis arsitektur untuk pengkaji teknis dan pemerihara
bangunan;

h. mengusulkan dan melaksanakan penghentian penggunaan
bangunan pada tahap pemanfaatan yang melanggar ketentuan
teknis arsitektur untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

i. mengusuikan sanksi pelaku teknis peme!ihara bangunan dan
pengkaji untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada
petugas -Qeksi Kelaikan Arsitektur;

k. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pengaurasan Kelaikan;

l. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pengawasan Kelaikan;

m. menyiapkan bahan laporan Bidang yang berkaitan dengan tugas
Seksi Kelaikan Arsitektur; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Kelaikan Arsitektur.



Pasal 20

(1) Seksi Kelaikan Struktur merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengawasan Kelaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan
kelaikan struktur bangunan pada tahap pemanfaatan.

(2) Seksi Kelaikan Struktur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pengawasan Kelaikan.

(3) Seksi Kelaikan Struktur mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pengawasan
Kelaikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokulnen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pengawasan Kelaikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kelaikan struktur serta menyusun dan meraksanakan program
kegiatan;

d. menyusun bahan persetujuan rencana pembongkaran domisili
untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup
tugas Dinas;

e. melaksanakan kegiatan pengawasan kelaikan struktur pada tahap
penianfaatan untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

f. melaksanakan kegiatan pengawasan pengujian kelaikan struktur
bangunan pada tahap pemanfaatan untuk bangunan gedung
dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

g. menyusun bahan persetujuan permohonan perpanjangan izin
pelaku teknis struktur untuk pengkaji teknis dan pemelihara
bangunan;

h. mengusulkan dan melaksanakan penghentian penggunaan
bangunan pada tahap pemanfaatan yang meranggar ketentuan
teknis struktur untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

i. mengusulkan sanksi kepada pelaku teknis
dan pengkaji yang melanggar ketentuan
bangunan gedung dan/atau bangunan yang

pemelihara bangunan
teknis struktur untuk
menjadi lingkup tugas

dinas;
j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada

petugas Seksi Kelaikan Struktur;
k. menyiapkan bahan laporan Bidang pengawasan Keraikan yang

berkaitan dengan tugas Seksi Kelaikan Struktur; danl. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peraksanaan tugas
Seksi Kelaikan Struktur.

Pasal 21

(1)seksi Kelaikan Instalasi merupakan satuan Kerja Bidang pengawasan
Kelaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kel-aikanlnstalasi
bangunan pada tahap pemanfaatan.



(2) Seksi Kelaikan Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengawasan Kelaikan.

(3) Seksi Kelaikan Instalasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan
Kelaikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pengawasan Kelaikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kelaikan instalasi bangunan, serta menyusun dan melaksanakan
prograrn kegiatan;

d. menyusun bahan persetujuan rencana pembongkaran (domisili)
bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas
dinas;

e. melaksanakan kegiatan pengawasan kelaikan dan penggunaan
bangunan pada tahap pemanfaatan dari segi teknis instalasi untuk
bangurran gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas
dinas;

f. melaksanakan kegiatan pengawasan pengujian kelaikan instalasi
bangunan pada tahap pemanfaatan untuk bangunan gedung
darr/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

g. mengusulkan persetujuan permohonan perpanjangan izin pelaku
teknis instalasi untuk pengkaji teknis dan pemelihara bangunan;

h. merrgusulkan penghentian kegiatan atau penggunaan bangunan
pada tahap pemanfaatan yang melanggar ketentuan teknis
instalasi untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

i. mengusulkan sanksi kepada pelaku teknis pemelihara bangunan
dan pengkaji yang melanggar ketentuan teknis instalasi untuk
bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup tugas
Dinas;

j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada
petugas Seksi Kelaikan lnstalasi;

k. menyiapkan bahan laporan Bidang Pengawasan Kelaikan yang
berkaitan dengan tugas Seksi Kelaikan lnstalasi; dan

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Kelaikan lnstalasi.

Bagian Keenam

Bidang Perizinan

Pasal22

(1) Bidang Perizinan merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan
pelayanan perizinan bangunan, kelaikan bangunan, bukti kepemilikan
bangunan dan izin pelaku teknis bangunan serta pengelolaan data
dan sistem informasi.



(2) Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 23

(1) Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan perayanan
perizinan bangunan, kelaikan bangunan, bukti kepemilikan bangunan
dan izin pelaku teknis bangunan serta pengelolaan data dan sistem
informasi.

(2)Untuk nrelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perizinan mempunyai fungsi :

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang perizinan;
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Perizinan;

c. penyusunan rancangan norma, standardisasi, prosedur dan
kriteria bidang perizinan serta program kegiatan Bidang perizinan;

d. penghitungan retribusi dan penyiapan surat ketetapan retribusi
daerah untuk bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

e. penerbitan lMB, sLF, termasuk balik nama dan pemecahan izin
serta pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin sesuai lingkup
tugas Dinas;

f' pengesahan legalisir salinan izin untuk lMB, sLF, bukti
kepemilikan bangunan dan izin pelaku teknis bangunan yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

g. penerbitan lMB, sLF termasuk balik nama, pemecahan, salinan,
pencabutan serta pembatalan IMB dan sLF, izin pelaku teknis
bangunan, bukti kepemilikan bangunan dan persetujuan bongkar
(domisili) sesuai lingkup tugas Dinas;

h. pemantauan terhadap masa berlakunya rMB, sLF dan kepemilikan
bangunan dan izin pelaku teknis bangunan;

i. penanganan keluhan masyarakat atas pelayanan
kelaikan, bukti kepemilikan bangunan dan izin pelaku
diterbitkan dinas;

j. pengelolaan, pengoordinasian data dan sistem
jaringan komputer pengawasan, penertiban

a.

b.

penztnan,
teknis yang

informasi serta
dan perizinan

bangunan;
k. pengelolaan

bangunan;
arsrp pengawasan, penertiban dan perizinan

l. pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas perizinan;
m. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Bidang Perizinan; dan
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Perizinan.

(3) Lingkup tugas pelayanan perizinan bangunan, kelaikan bangunan,
bukti kepemilikan bangunan dan izin pelaku teknis bangunan meliputi
semua bangunan gedung dan/atau bangunan selain yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas.



Pasal 24

(1) Seksi Perieinan Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bidang
Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pelayanan
perizinan banEunan.

(2)Seksi Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perizinan.

(3) Seksi Perizinan Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
perizinan pembangunan serta menyusun dan melaksanakan
program kegiatan;

d. melaksanakan kegiatan penghitungan retribusi dan menyiapkan
surat ketetapan retribusi daerah atas permohonan IMB yang
menjadi lingkup tugas Dinas;

e. menyusun bahan keputusan izin, balik nama dan pemecahan
untuk IMB untuk bangunan yang menjadi lingkup tugas dinas;

f. menyusun bahan pengesahan legalisir dan salinan IMB yang
diterbitkan Dinas;

g. menyusun bahan keputusan pembekuan, pembatalan dan
pencabutan IMB untuk bangunan yang menjadi lingkup tugas
Dinas;

h. melaksanakan pemantauan terhadap masa berlakunya IMB yang
diterbitkan Dinas;

i. melaksanakan kegiatan penelitian dan tindak lanjut penyelesaian
terhadap keluhan atas pelayanan IMB yang diterbitkan Dinas;

j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada
petugas Seksi Perizinan Pembangunan;

k. menyiapkan bahan laporan Bidang Perizinan yang berkaitan
dengan tugas Seksi Perizinan Pembangunan; dan

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perizinan Pembangunan.

Pasal 25

(1) Seksi Perizinan Pemanfaatan merupakan Satuan Kerja Bidang
Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan kelaikan
bangunan pada tahap pemanfaatan.

(2) seksi Perizinan Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Ferizinan"



I

(3) Seksi Ferizinan Pemanfaatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
perizinan pemanfaatan ;

d. melaksanakan kegiatan penghitungan retribusi dan menyiapkan
surat ketetapan retribusi daerah atas permohonan SLF untuk
bangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

e. menyusun bahan keputusan, balik nama dan pemecahan SLF
serta persetujuan bongkar (domisili) untuk bangunan yang menjadi
lingkup tugas Dinas;

f. menyusun bahan pengesahan legalisir dan salinan SLF yang
diterbitkan Dinas;

g. menyusun bahan keputusan pembekuan, pembatalan dan
pencabutan izin untuk SLF yang diterbitkan Dinas;

h. mengelola dan mengendalikan data dan sistem informasi serta
jaringan komputer bidang pengawasan, penertiban dan perizinan
bangunan;

i. melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan Dinas;
j. melaksanakan kegiatan penelitian dan tindak lanjut penyelesaian

terhadap keluhan atas pelayanan SLF;
k. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada

petugas Seksi Perizinan Pemanfaatan;
l. menyiapkan bahan laporan Bidang Perizinan yang berkaitan

dengan tugas Seksi Perizinan Pemanfaatan; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Perizinan Pemanfaatan

Pasal 26

(1) Seksi Kepemilikan Bangunan merupakan Satuan Kerja Bidang
Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan bukti
kepemilikan bangunan dan izin pelaku teknis bangunan.

(2) Seksi Kepemilikan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Perizinan.

(3) Seksi Kepemilikan Bangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Ke{a dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perizinan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kepemilikan bangunan;

d. menyusun bahan keputusan, balik nama dan pemecahan bukti
kepemilikan bangunan;



melaksanakan kegiatan penghitungan retribusi dan menyiapkan
surat ketetapan retribusi daerah atas permohonan balik nama,
pemecahan dan salinan bukti kepemilikan bangunan serta atas
permohonan izin pelaku teknis;
menyusun bahan pengesahan legalisir dan salinan bukti
kepemilikan bangunan;
menyusun bahan keputusan pelaku {eknis dan pengesahan
legalisir izin pelaku teknis;
menyusun bahan keputusan pembekuan, pembatalan dan
pencabutan izin pelaku teknis dan bukti kepemilikan bangunan;
melaksanakan penelitian dan tindak lanjut penyelesaian terhadap
keluhan atas pelayanan kepemilikan bangunan dan izin pelaku
teknis;
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada
petugas Seksi Kepemilikan Bangunan;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Perizinan;

l. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang perizinan;

m. menyiapkan bahan laporan Bidang Perizinan yang berkaitan
dengan tugas Seksi Kepemilikan Bangunan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Kepemilikan Bangunan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penertiban

Pasal 27

(1) Bidang Penertiban merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan
pengawasan penertiban bangunan.

(2) Bidang Penertiban dipimpin oleh seorang Kepara Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 28

(1) Bidang Penertiban mempunyai tugas meraksanakan tindakan
penertiban bangunan darr pelaku pembangunan, penanganan dan
penegakan hukum, pengaduan dan sanksi dalam penyelenggaraan
bangunan serta pembinaan dan penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ('l),
Bidang Penertiban mempunyai fungsi :

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang penertiban;
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Penertiban;

e.

f.

g.

h.

L

j.

k.

a.

b.



c.

d.

e.
f.

g.

h.

J.

k.

t.

penyusunan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria bidang

penertiban;
pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku pembangunan dan

masyarakat;
pelaksanaan patroli bangunan di wilayah provinsi;

pelaksanaan upaya dan koordinasi penyelesaian pengaduan dan

sengketa dalam penyelenggaraan bangunan;
pelaksanaan upaya hukum penyelesaian pengaduan dan

sengketa di pengadilan;
pelaksanaan tindakan penertiban bangunan penyegelan dan

bongkar untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang

menjadi lingkup tugas Dinas.
pemberian sanksi terhadap pelaku pembangunan yang melanggar
peraturan dan ketentuan;
pengawasan dan pengendalian tindakan penertiban bangunan;
pembinaan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS)

dan Polisi Khusus (Polsus) dalam rangka pengawasan dan
penertiban penyelenggaraan bangunan;

l. penyidikan pelaku pembangunan dalam rangka terjadinya
pelanggaran penyelenggaraan bangunan;

m. pelaksanaan yustisi terhadap pelaku pembangunan sesuai lingkup
tugas Dinas;

n. pelal<sanaan koordinasi dan bantuan tindakan penertiban bongkar;
o. pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas/staf

penertiban bangunan;
p. menyiapkan bahan laporan Dinas yang

dan fungsi Bidang Penertiban; dan
q. pelaporan dan pertanggungjawaban

fungsi Bidang Penertiban.

berkaitan dengan tugas

pelaksanaan tugas dan

(3) Lingkup tugas tindakan penertiban bangunan meliputi semua
bangunan gedung dan bangunan selain yang menjadi lingkup tugas
Suku Dinas.

Pasal 29

(1) Seksi Penertiban Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bidang
Penertiban dalam pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan pada

tahap pelaksanaan pembangunan.

(2) Seksi Penertiban Pembangunan dipimpirr oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertangg'Jng jawab kepada Kepala
Bidang Penertiban.

(3) Seksi Penertiban Pembangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penertiban sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang

Penertiban sesuai dengan lingkup tugasnya;



c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
penertiban pembangunan ;

d. melaksanakan kegiatan penrbinaan, pengarahan kepada pelaku
pembangunan dan masyarakat tentang peraturan pelaksanaan
bangunan;

e. mengusulkan dan melaksanakan tindakan penertiban penyegelan
dan pembongkaran pada bangunan yang menjadi lingkup tugas
Dinas;

f . melaksanakan kegiatan pengawasan penertiban bangunan tahap
pelaksanaan pembangunan yang menjadi lingkup tugas Dinas;

g. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada
petugas Seksi Penertiban pembangunan;

h. menyiapkan bahan laporan Bidang penertiban yang berkaitan
dengan tugas Seksi penertiban Bangunan; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penertiban Pembangunan.

Pasal 30

(1) seksi Penertiban Pemanfaatan merupakan satuan Kerja Bidang
Penertiban dalam pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan pada
tahap pemanfaatan.

(2) seksi Penertiban Pemanfaatan dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penertiban.

(3) Seksi Penertiban Pemanfaatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang penertiban sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Penertiban sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kegiatan penertiban pema.nfaatan;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengarahan kepada pemilik
atau pengguna bangunan tentang p=eraturan pemanfaatan
bangunan;

e.

f.

g.

h.

melbksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan tindakan
penertiban (inspeksi) pada tahap pemanfaatan bangunan;
mengusulkan dan melaksanakan tindakan penertiban
pemasangan papan peringatan, penyegelan dan/atau
pembongkaran;
mengusulkan pemberian sanksi pemilik dan/atau pengguna
bangunan yang menjadi lingkup tugas dinas;
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan kepada
petugas Seksi Penertiban penlanfaatan;
menyiapkan bahan laporan Bidang penertiban yang berkaitan
dengan tugas Seksi Penertiban pemanfaatan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penertiban Pemanfaatan.

t.



Pasal 31

(1) Seksi Pengaduan dan Sanksi merupakan Satuan Kerja Bidang
Penertiban dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan
pengaduan serta pemberian sanksi.

(2) Seksi Pengaduan dan Sanksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Penertiban.

(3) Seksi Pengaduan dan Sanksi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang penertiban sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Penertiban sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun rancangan norma, standardisasi, prosedur dan kriteria
kegiatan hukum, pengaduan dan sanksi;

d. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada peraku pembangunan
dan masyarakat;

e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang
penertiban bangunan;

f. mengusulkan sanksi administrasi berupa pencabutan, pembekuan
lMB, sLF dan bukti kepemilikan bangunan serta izin pelaku teknis
bangunan;

g. melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap pelaku
pembangunan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan
bangunan sesuai lingkup tugas Dinas;

h. melaksanakan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
dan/atau sengketa yang berhubungan dengan penyelenggaraan
bangunan sesuai lingkup tugas dinas;

i. menyusun surat kuasa kepada instansi terkait untuk mengikuti
sidang pengadilan dan/atau upaya hukum dalam rahgka
penyelesaian pengaduan dan/atau sengketa;j. melaksanakan kegiatan yustisi bangunan terhadap pelaku
pembangunan yang melanggar ketentuan sesuai lingkup tugas
Dinas;

k. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan
memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam rangka
penyelesaian pengaduan dan/atau sengketa;

l. mengusulkan sanksi terhadap pelaku teknis pembangunan dan
pelaku pembangunan;

m. melaksanakan kegiatan pengarahan dan pembinaan teknis
terhadap petugas Penyidik Pegawai Negeri sipir (ppNS) dan potisi
Khusus (Polsus) dalam rangka tugas penyidikan;

n. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
FXni dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) AiOang
Penertiban;

o" mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Penertiban;

p. menyiapkan bahan laporan Bidang Penertiban yang berkaitan
dengan tugas Seksi Pengaduan dan Sanksi; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengaduan dan Sanksi.



Bagian Kedelapan

Sul.u Dirras Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Kota Administrasi

Pasal 32

(1)suku Dinas P2B merupakan Unit Kerja Dinas pengawasan dan
Penertiban Bangunan pada Kota Administrasi.

(2) suku Dinas P2B dipimpirr oleh seorang Kepala suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota.

Pasal 33

(1) suku Dinas PzB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
pengawasan dan penertiban bangunan pada lingkup Kota Adminiitrasi;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
Suku Dinas P2B mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas p2B;

b. pelaksanaan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas
P28;

c. persetujuan teknis lMB, sLF dan rencana teknis pembongkaran
(demisili) untuk bangunan ge<iung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Suku Dinas p2B;

d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban
bangunan untuk bangunan gedung dan/atau
menjadi lingkup tugas Suku Dinas p2B;

e.penanganan pengaduan masyarakat
berhubungan dengan penyelenggaraan
lingkup tugas Suku Dinas p2B;

f. penyuluhan ketentuan pengawasan dan penertiban bangunan;
g. pengelolaan sistem informasi dan publikasi kegiatan Suku Dinas

P2B;
h. pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan aparat, prasarana

dan sarana kerja;
i. pengelolaan keuangan, anggaran dan aset;j. pembinaan dan pengarahan kinerja pengawasan dan penertiban

bangunan;
k. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Suku Dinas P2B; dan
L pelaporan dan pertanggungjawaban peraksanaan tugas dan fungsi

Suku Dinas P2B.

(3) Pelaporan dan_pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
suku Dinas P2B sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf l, unilk
teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala suku'Dinas kepada
Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala suku Dinas
kepada Walikota.

penyelenggaraan
bangunan yang

dan/atau sengketa yang
bangunan yang menjadi



(4) tugas pengawasan dan penertiban ngunan gedung
dan/ bangunan sebagaimana dimaksud (1), meliputi:

a. bangu dengan ketinggian i dengan
,<)

l/ lantai
Surat lzin
termasuk

batasan R na Tata Letak Bangun (RTLB) tanpa
Penunjukan gunaan Tanah (Sl
dalam lingkup p .anan perizinan

) kecuali yang
atan;

a.
b.
c.
d.
e.

b. bangunan bukan ru tinggal pe tarian golongan A, B, C dan D
serta bangunan rumah al g A dan B;

c. bangunan gedung dengan
d. banQunan gedung dengan

untuk penggunaan gudang,
atap rangka baja konvensional

workshop dan sejenisnya;
e. bangunan gedung dan

sementara termasuk
ngunan penggunaannya bersifat

laman yang dimohon
tersendiri;

f. bangunan menara unikasi khusu dengan ketinggian
sampai dengan 72 (tujuh puluh dua meter) di tanah: dan

g. bangunan rek

Suku Dinas P2B

Pasal 34

terdiri dari :

Kepala
SubbagiE/r Tata Usaha;
Seksi Pfngawasan Pembangunan;
Seksi Penertiban Bangunan; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

(1) subbagian Tata Usaha merupakan satuan Kerja staf suku Dinas p2B
dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas P2B Kota.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas P2B.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas p2B sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku
Dinas P2B sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
P28:

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas
P2B:



e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan barang;
h. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
i. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor Suku Dinas P2B:
k. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUpertemuan Suku Dinas

P28
l. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas P2B;
m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris

perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas P2B'
n. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/

peralatan/inventaris kantor Suku Dinas P2B;
o. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan,

kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas P2B;
p. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas P2B yang berkaitan

dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 36

(1) Seksi Pengawasan Bangunan merupakan Satuan Kerja lini Suku
Dinas P2B dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perencanaan,
pelaksanaan dan kelaikan pada tahap pembangunan dan
pemanfaatan.

(2)seksi Pengawasan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas P2B.

(3) Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku
Dinas P2B sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan persetujuan dokumen rencana teknis yang terdiri
dari gambar dan perhitungan teknis yang menjadi lingkup tugas
Suku Dinas P2B;

d. mengesahl<an dokumen teknis pelaksanaan yang terdiri dari
laporan Direksi Pengawas dan/atau gambar kerja yang nrenjadi
lingkup tugas Suku Dinas P2B;

e. mengesahkan dokumen teknis hasil pelaksanaan yang terdiri dari
laporan Direksi Pengawas dan as built drawings yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas P2B;

t. menyusun bahan persetujuan clokumen teknis pembongkaran
(domisili) untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Suku Dinas P2B;

g. menyusun bahan persetujuan dokumen teknis kelaikan bangunan
untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup
tugas Suku Dinas P2B;



melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan bangunan

gedung dan/atau bangunan yang menjadi ruang lingkup tugas

Suku Dinas P2B;
mengusulkan penghentian pekerjaan atau penggunaan pada

penyelenggaraan yang melanggar peraturan daniatau tidak laik

untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup

tugas Suku Dinas P2B;
melaksanakan kegiatan pembinaatt dan pengarahan teknis

kepada petugas Seksi Pengawasan Bangunan;
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas P2B yang berkaitan

dengan tugas Seksi Pengawasan Bangunan; dan

L melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Pengawasan Bangunan.

Pasal 37

(1) Seksi Pener'iiban Bangunan merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas
P2B dalam pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan.

(2) Seksi Perrertiban Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku

Dinas P2B.

(3) Seksi Penertiban Bangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Retrcana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku
Dinas P2B sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengarahan dan penyuluhan
ketentuan pengawasan dan penertiban bangunan kepada pelaku
pembangunan dan masyarakat;

d. melaksanakan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat
dan/atau sengketa dalam penyelenggaraan bangunan;

e. melaksanakan kegiatan patroli bangunan di wilayah kota
administrasi;

f. mengusulkan dan melaksanakan kegiatan tindakan penertiban
penyegelan dan pembongkaran bangunan gedung dan/atau
bangunan yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas P2B;

g. mengusulkan sanksi administrasi berupa pembekuan lMB, SLF
yang diterbitkan Suku Dinas P2B;

h. mengusulkan sanksi pelaku teknis bangunan yang melanggar
ketentuan sesuai lingkup tugas Suku Dinas P2B;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dan

memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam rangka
penyelesaian pengaduan dan/atau sengketa;

j. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian tindakan
penertiban bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas P2B;

k. melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap pelaku pembangunan;

h.

J.

k.



t. melaksanakan kegiatan yustisi bangunan terhadap pelaku
pembangunan sesuai lingkup tugas Suku Dinas P2B;
melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan tindakan penertiban bangunan sesuai lingkup tugas
Suku Dinas P2B;
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis
kepada petugas seksi penertiban bangunan;
menyiapkan bahan laporan Suku Dinas PzB yang berkaitan
dengan tugas Seksi Penertiban Bangunan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Penertiban Bangunan.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi

Pasal 38

(1) suku Dinas PBK merupakan Unit Kerja Dinas perizinan Bangunan
pada Kota Administrasi.

(2) suku Dinas PBK dipimpin oleh seorang Kepala suku Dinas yang
secara telqnis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada warikota.

Pasa! 39

(1) suku Dinas PBK mempunyai tugas pelayanan penertiban perizinan
bangunan, kelaikan bangunan serta pengelolaan data dan sistem
informasi pada lingkup Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Suku Dinas PBK mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas pBK;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku Dinas
PBK;

c. penghitungan retribusi perizinan dan penerbitan surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKRD) yang menjadi lingkup tugas suku Dinas
PBK;

d. penerbitan lMB, SLF termasuk balik nama, pemecahan, salinan,
pencabutan dan pembatasan IMB dan sLF serta persetujuan
bongkar (demosili) yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas pBk;

e. pengesahan legalisir salinan untuk IMB dan sLF yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas PBK;

f. pemantauan terhadap masa berlakunya perizinan bangunan dan
kelaikan yang diterbitkan Suku Dinas;

g. penyuluhan ketentuan perizinan bangunan;

m.

n.

o.

p.



pengelolaan sistem informasi dan kehumasan Suku Dinas PBK;
pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan aparat, prasarana
dan sarana kerja;
pengelolaan keuangan, anggaran, retribusi dan aset Suku Dinas
PBK;

k. pengendalian, pengaralran dan pemantauan kinerja kegiatan
perizinan;

l. menyiapkan bahan laporan Dinas yang berkaitan tugas
dan fungsi Dinas PBK; dan

m. pelaporan d mem pertan g g u ngjawab kan tugas dan
fungsi Suku D PBK.

(3) Pelaporan dan iawaban tugas dan fungsi
Suku Dinas PBK Kota bagaimana dima pada ayat (2) huruf m,
untuk teknis dan admi si disampaikan Kepala Suku Dinas
kepada Kepala Dinas untuk ope nal disampaikan Kepala
Suku Dinas kepada Wali

(4) Lingkup pelayanan perizinan

h.
i.

bangunan gedung sebagaimana

a. bangunan gedung dengan
batasan Rencana Tata
Penunjukan Penggu
gedung yang
kecamatan;

dan kelaikan bangunan
pada ayat (1), meliputi :

n
sampai dengan !d lantai

Tarrah
dalam

b. bangunan bukan tinggal golongan A, B, C dan
dan B:D serta bang h tinggal go

c.
d.

bangunan gedu
bangunan g

dengan struktur
dengan struktur atap ra

t

untuk gudang, pabrik, workshop
e. bangunan edung dan bangunan yang a bersifat

sementa termasuk pagar proyek/hala yang dimohon

f. bang menara telekomunikasi khusus dengan ketinggian
sampai dengan 72 m (tujuh puluh dua meter) di atas tanah; dan
bangunan reklame.

Fasal 40

Suku Dinas PBK terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Perizinan Pembangunan;
d. Seksi Perizinan Pemanfaatan; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

(1) subbagian Tata usaha merupakan satuan Kerja staf suku Dinas
PBK dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas pBK.

(2) subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala subbagian
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas PBK.

unan (RTLB) tanpa Surat lzin
(SIPPT) kecuali bangunan

pelayanan perizinan

baja konvensional
n sejenisnya;

g.



(3) Subbagian Tata Usaha Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas PBK sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku
Dinas PBK sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
PBK:

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
PBK;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
g. melaksanakan pengelolaan barang;
h. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan

penerimaan retribusi Suku Dinas PBK;
i. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
j. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor Suku Dinas PBK;
l. melaksanakan pengelolaan ruang rapavpertemuan suku Dinas

PBK;
m. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas pBK;
n. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris

perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas PBK;
o. menerinra, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/

peralatan/inventaris kantor Suku Dinas PBK;
p. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan,

kinerja den akuntabilitas) Suku Dinas PBK;
q. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas PBK yang berkaitan

dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

(1) seksi Perizinan Pembangunan merupakan satuan Kerja lini suku
Dinas PBK dalam lingkup pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan
pembangunan.

(2) seksi Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Perizinan Pembarrgunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas pBK sesuai
dengan lingkup tugasnya;



b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku
Dinas PBK sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penghitungan retribusi sesuai lingkup
tugas Suku Dinas PBK;

d. menyusun bahan keputusan IMB serta balik nama lMB,
pemecahan IMB maupun dan salinan IMB sesuai lingkup tugas
Suku Dinas PBK;

e. menyusun bahan pengesahan legalisir IMB sesuai lingkup tugas
Suku Dinas PBK;

f. menyusun bahan keputusan pernbekuan IMB yang diterbitkan
Suku Dinas PBK;

g. melaksanakan pemantauan terhadap masa berlakunya IMB yang
diterbitkan Suku Dinas PBK;

h. melaksanakan kegiatan penelitiarr dan tindak lanjut penyelesaian
terhadap keluhan atas pelayanan IMB;

i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis
kepada petugas Seksi Perizinan Pembangunan;

j. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas PBK yang berkaitan
dengan tugas Seksi Perizinan Pembangunan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Perizinan Pembangunan.

Pasal 43

(1)Seksi Perizinan Pemanfaatan merupakan Satuan Kerja lini Suku
Dinas PBK dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan
bangunan pada tahap pemanfaatan.

(2) Seksi Perizinan Pemanfaatan dipimpir, oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Suku Dinas.

(3) Seksi Perizinan Pemanfaatan mempuny'ai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokunren Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas PBK sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku
Dinas PBK sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penghitungan retribusi sesuai iingkup
tugas Suku Dinas PBK;

d. menyusun bahan keputusan SLF serta balik nama SLF,
pemecahan SLF maupun dan salinan SLF sesuai lingkup tugas
Suku Dinas PBK;

e. menyusun bahan pengesahan legalisir SLF sesuai lingkup tugas
Suku Dinas PBK;

f. menyusun bahan keputusan pembekuan, pembatalan dan
pencabutan SLF yang diterbitkan Suku Dinas PBK;

g. melaksanakan pemantauan terhadap masa berlakunya SLF yang
diterbitkan Suku Dinas PBK;

h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas
Seksi Perizinan Pemanfaatan:



menyiapkan bahan laporan Suku Dinas PBK yang berkaitan

dengan tugas Seksi Perizinan Pemanfaatan; dan

metJporta"n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Perizinan Pemanfaatan.

Bagian KesePuluh

Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Kabupaten Admi nistrasi

Pasal 44

(1) Suku Dinas P2B Kabupaten merupakan
Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Administrasi.

Unit Kerja Dinas
pada KabuPaten

(2) Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Btlpati.

Pasal 45

(1) Suku Dinas P2B Kabupaten memptrnyai tugas melaksanakan
pengawasan dan penertiban banguna;r pada wilayah kabupaten
administrasi.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Suku Dinas P2B Kabupaten mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (R[dA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B Kabupaten;

b. pelaksanaan Dokunlen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
P2B Kabupaten;

c. persetujuan teknis lMB, SLF dan rencana teknis pembongka.ran
irntuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang menjadi lingkup
tugas Suku Dinas P2B Kabupaten;

d. penghitungan retribusi perizinan dan penerbitan surat ketetapan
ietribusi daerah yang menjadi lingkup tugas Suku Dinas P2B
Kabupaten;

e. peneibitan lMB, SLF, dan persetujuan bongkar (domisili) termasuk
balik nama, pemecahan, salinan dan IMB dan SLF yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas P2B Kabupaten;

f. pengesahan legalisir salinan untuk IMB dan SLF yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas P2B Kabupaten;

g. pemantau-an terhadap masa berlakunya perizinan bangunan dan
kelaikan yang diterbitkan Suku Dinas P2B Kabupaten;

h. pelaksanaan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan
bangunan untuk bangunan gedung dan/atau bangunan yang
menjadi lingkup tugas Suku Dinas P2B Kabupaten;

i. penanganan pengaduan masyarakat dan/atau sengketa Y?ng
berhubungan dengan penyelenggaraan bangunan yang menjadi
lingkup tugas Suku Dinas P2B Kabupaten;

j. penyuluhan ketentuan pengawasan dan penertiban bangunan
serta perizinan bangunan;



k.

t.

n.

o.

p.

pengelolaan sistem informasi dan publikasi kegiatan Suku Dinas
P2B Kabupaten;
pengelolaan urusan ketatausahaan, pembinaan aparat, prasarana
dan sarana kerja;

m. pengelolaan keuangan, anggaran, retribusi dan aset Suku Dinas
P2B Kabupaten;
pengendalian, pengarahan dan pemantauan kinerja kegiatan
pengawasan dan penertiban bangunan serta perizinan bangunan;
menyiapkan baharr laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas
dan fungsi Suku Dinas P2B Kabupaten; dan

cran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas P2B Kabupaten.S

(3) Pelapor dan pertanggungjawaban pela
P2B Kabupaten sebagaimana

tugas dan fungsi
sud pada ayat (2)Suku Di

teknis dan administrasi oleh Kepala Suku
Kepala Dinas dan un operasional disampaikan

Kepala Suku kepada Bupati.

(4) Lingkup tugas san dan bangunan gedung
dan/atau bangunan atmana aksud pada ayat ('1), meliputi:

a. bangunan gedung
batasan Rencana T
Penunjut<an
gedung yang
kecamatan;

lingkup pelayanan perizinan

b. bangunan bukan ru pelestarian golongan A, B, C dan
D serta bangunan A dan B;
bangunan
bangunan

dengan stru

huruf p, u
Dinas ke

untuk pen
bangunan

dengan struktur
gudang, pabrik,

f.
sampai dengan 72 m (tujuh puluh dua meter)

g. bangunan reklame.

rangka baja konvensional

atas tanah; dan

c.
d.

dan sejenisnya;
dan bangunan y penggunaannya bersifat

termasuk pagar an yang dimohon

an menara telekomunikasi khus dengan ketinggian

Pasal 46

Suku Dinas P2B Kabupaten terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengawasan dan Penertiban Barrgunan;
d. Seksi Perizinan Bangunan; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

(1)subbagian Tata Usaha merupakan satuan Kerja staf suku Dinas p2B
Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi suku Dinas p2B
Kabupaten.

(2) subbagian Tata..usaha. dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kefala Suku
Dinas P2B Kabupaten.



(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B
Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku
Dinas P2B Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
P2B Kabupaten;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas pZA
Kabupaten;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan keuangan;
melaksanakan pengelolaan barang;
menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan
penerimaan retribusi Suku Dinas P2B Kabupaten;
melaksarrakan surat-menyurat dan kearsipan;
memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor Suku Dinas P2B Kabupaten;

l. melaksanakan pengelolaan ruang rapaupertemuan suku Dinas
P2B Kabupaten;

m. melaksanakan upacara dan pengatura,r acara suku Dinas p2B
Kabupaten;

n. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris
perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas p2B Kabupaten;

o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/
peralatan/inventaris kantor Suku Dinas p2B Kabupaten;

p. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan,
kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas p2B Kabupaten;

q. menyiapkan bahan laporan suku Dinas p2B Kabupaten yang
berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal 48

(1) seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan merupakan satuan
Kerja lini suku Dinas P2B Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan
pengawasan perencanaan, pelaksanaan dan kelaikan pada tahap
pembangunan dan pemanfaatan.

(2) seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunarr dipimpin oleh seorang
Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Suku Dinas P2B Kabupaten.

(3) seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan mempunyai tugas :

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Suku Dinas p2B
Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) suku
Dinas P2B Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.



v. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis

kepada petugas seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

w. menyiapkan bahan laporan suku Dinas PzB Kabupaten yang

berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penertiban

Bangunan; dan
X. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan'

Pasal 49

(1) Seksi Perizinan Bangunan merupakarr Satuan Kerja lini Suku Dinas

PzB Kabupaten dalam lingkup pelaksanaan kegiatan pelayanan
perizinan pembangunan dan kelaikan.

(2) Seksi Perizinan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku

Dinas.

(3) Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B
Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku

Dinas P2B Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. melaksanakan kegiatan perhitungan retribusi sesuai lingkup tugas

Suku Dinas P2B Kabupaten;
d. menyusun bahan keputusan IMB serta balik nama lMB,

pemecahan IMB maupun dan salinan IMB serta persetujuan
bongkar (demisili) sesuai lingkup tugas Suku Dinas P2B

Kabupatcn;
e. menyusun bahan keputusan SLF, balik nama SLF, pemecahan

SLF dan salinan SLF sesuai lingkup tugas Suku Dinas P2B
Kabupaien;

f. menyusun bahan pengesahan legalisir IMB dan SLF sesuai
lingkup t'rgas Suku Dinas P2B Kabupaten;

g. menyusun bahan keputusan pembekuan, pembatalan dan
pencabutan IMB datt SLF yang diterbitkan Suku Dinas P2B

Kabupaten;
h. melaksanakan pemarttauan terhadap masa berlakunya IMB dan

SLF yang diterbitkan Suku Dinas P2B Kabupaten;
i. melaksanakan kegiatanr penelitian dan tindak lanjut penyelesaian

terhadap keluhan atas pelayanan IMB dan SLF;
j. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis

kepacia petugas Seksi Perizinan Bangunan;
k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas P2B Kabupaten yang

berkaitan dengan tugas Seksi Perizinan Bangunan; dan
l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Perizinan Bangunan.



Bagian Kesebelas

Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Kecamatan

Pasal 50

(1) Seksi Dinas PzB Kecamatan merupakan Unit Kerja Dinas pada
Kecamatan di bawah Suku Dinas P2B Kota dalam pelaksanaan
kegiatan pengawasan dan penertiban bangunan.

(2) Seksi Dinas P2B Kecamatan dipimpirr oleh seorang Kepala Seksi
yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas PzB Kota serta
secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Camat.

Pasal 51

Seksi Dinas P2B Kecamatan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas P2B sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
P2B sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan dan melaporkan kegiatan patroli teritorial lapangan;
d. melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan bangunan rumah

tinggal;
e. melaporkan hasil temuan pelaksanaan kegiatan membangun tanpa

izin ke Suku Dinas P2B;
f. mengusulkan dan melaksanakan penghentian pekerjaan

pembangunan tanpa izin untuk semua jenis bangunan dan untuk
bangunan rumah tinggal yang tidak sesuai izin;

g. melaksanakan kegiatan tindakan pembongkaran bangunan rumah
tinggal dan bangunan tanpa izin;

h. melaksanakan penyuluhan ketentuan pengawasan dan penertiban
bangunan sesuai lingkup tugasnya;

i. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengarahan teknis kepada
petugas Seksi Dinas P2B Kecamatan;

j. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas P2B yang berkaitan dengan
tugas Seksi Dinas P2B Kecamatan; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Dinas P2B Kecamatan.

Bagian Keduabelas

Seksi Dinas Perizinan Bangunan
Kecamatan

Pasal 52

(1) Seksi Dinas PBK merupakan unit kerja dinas pada Kecamatan di
bawah Suku Dinas PBK dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
perizinan bangunan dan kelaikan rumah tinggal.



(2) Seksi Dinas PBK dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Suku Dinas PFK serta secara operasional
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Lingkup tugas pelayanan perizinan bangunan dan kelaikan rumah
tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. seluruh bangunan rumah tinggal yang tidak memiliki pelanggaran
teknis kecuali pelanggaran mendahului izin;

b. seluruh bangunan rumah tinggal yang tidak memiliki basement
dan/atau mezzanie dan/atau rongga atap serta tidak memerlukan
kajian atau perhitungan struktur;

c. seluruh bangunan rumah tinggal yang memiliki maksimal
kavling utuh dengan 1 (satu) kepemilikan;

d. seluruh bangunan rumah tinggal dalam peruntukan Wisma

3 (tisa)

Taman
(WTM) sesuai RTUB; dan

e. seluruh bangunan rumah tinggal pelestarian golongan C dan D.

Pasal 53

Seksi Dinas PBK mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas PBK sesuai lingkup
tugasnya;

b, melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku Dinas
PBK sesuai lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penghitungan retribusi dan menyiapkan surat
ketetapan retribusi daerah atas permohonan IMB rumah tinggal;

d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan syarat permohonan
IMB - SLF rumah tinggal;

e. memberikan lzin Pendahuluan (lP) membangun untuk bangunan
rumah tinggal;

f . melaksanakan penyuluhan ketentuan perizinan bangunan sesuai
lingkup tugasnya;

g. melaksanakan koordinasi dengan Seksi Dinas P2B Kecamatan;
h. melaksanakan pembinaan dan pengarahan teknis kepada petugas

Seksi Dinas PBK;
i. menyiapkan bahan laporan suku Dinas P2B yang berkaitan dengan

tugas Seksi Dinas PBK; dan
j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Dinas PBK.

Bagian ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

(1) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dapat mempunyai
Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.



Pasal 55

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
' '' Fungsion"i dibuntui Kelompok Jabatan Fungsional rrntuk lingkup

Dinas dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup suku Dinas yang

ditetapkan oleh KePala Dinas'

(2)KelompokJabatanFungsionaldanSubkelompokJabatan
Fungsiona|sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipimpin.-oleh
.uoLng Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua

subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala suku Dinas'

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat

oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsion'al yang dihormati di

kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi

(pengLtanuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Dinas

P2B diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pengawasan dan

Penertiban Bangunan wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan

peraturan Perundang-undangan'

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
' 'saiuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat

Daerah (uKPD) dan/atau instansi pemerintah dalam rangka

meningkaikan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas.

Pasal 57

Kepala Dinas, sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,

Kepala subbagian, Kepala seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional

dan pegawai pLOa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam

melaksanakan tugasnya wajib sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama,

integrasi, iinkroniiasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas

dan efisiensi.



Pasal 58

(1)KepalaDinas,sekretarisDinas,.l(epa|aPidang,Kepa|aSukuDinas,
Kepata sunuJg:in]'"'&ou,;-'Seklsi, Ketua .Kelompok Jabatan

Fungsionaf p"JJ Oinas Pengaw"*n i"n Penertiban Bangunan wajib

memimpin,mengoordinasikan'mengarahkan'memberikanbimbingan'
memberikan p"i;;j;k pelaksanaai tugas' membina' dan menilai

kinerja bawahan masing-maslng'

(2)KepataDinas,sekretarisDinas,KepalaBidang,Kepa|aSukuDinas,
Kepala srun"-gjun]'- xgnara. 

'seksi, Ketua Kelompok Jabatan

Fungsional dan-pegawai..pada binas Pengawasan dan Penertiban

Bangunan *uiin hJ"gikrti'd.an mematuhi pbrintah kedinasan atasan

masi ng_mu*i ng".".uaY t<eientuan peraturan peru ndang-u ndangan.

Pasal 59

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala.Bidang',Kepala Suku Dinas'

Kepala Subbagiai,'i"pJ" .Sefsi, t<eiua Kelomfok Jabatan Fungsional

pada Dinas e"ng;*;";;-d;; Fun"rtiuun Bangunan wajib mengawasi

dan mengendalikan pelaksanaan tugas. bawahan masing-masing serta

mengambil langkahiingkah y."ng"d.iperlukan apabila menemukan

"Oin"Vu 
penyi m pin g an dan/atau indikasi penyimpangan'

Pasal 60

(1)KepalaDinas,sekretarisDinas,KepalaBidang'KepalaSukuDinas'
Kepala srnfagian, Kepala. seksi, Ketua Kelompok Jabatan

Fungsional d;;'p"6awai'pada Dinas Pengawasan dan Penertiban

Bangunanwajibmenya.mpaikanlaporan.pe|aksanaantugas
(termasuk r.*nJ'"L V"ng dinu'dapi dalam pelaksanaan tugas) kepada

atasan masing-maiini sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan-

(2)Atasanyangmenerima|aporansebagaimanad,imaksudpadaayat(1)
menindaktunj;ii;;; t"nJ"Jir.un lapoian yang diterima sebasai bahan

pengambilankeputusaniesuaikewenanganmasing-masing'

Pasal 61

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro orgarrisasi dan Tatalaksana

melaksanaKanpembinaankelembaga-an,^ketata|aksanaandan
pelaporan t*if'"Olp Dinas Pengawasandan Penertiban Bangunan'

(2)Ketentuan|ebih|anjutmengenai'pembinaanke|embagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporun tEU"gaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Gubernur'

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 62

(1)Pegawai l{egeri Sipil-pada .Dinas Pengawasan dan Penertiban

Bangunan merupakan P6gawai Negeri Sipil Daerah'



(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang Kepegawaian.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan Kepegawaian Dinas Pengawasan
dan Penertiban Bangunan mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan
Tatalaksana.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 63

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 64

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan merupakan
pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 65

(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
barang milik negara/daerah.



(1)

Pasal 66

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Pengawasan
dan Penertiban Bangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi dalarn bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak
ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) sei<aligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan
dioukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKLI I'ITABi L|TAS

Pasal 67

(1) Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan menyusun dan
menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan
daniatau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan :

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
b. keuangan dan kinerja;
c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasrana dan

sarana kerja;
d. akuntabilitas; dan
e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 68

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan mengembangkan Sistem Pengendalian lnternal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 69

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pengawasan dan penertiban bangunan oleh Dittas Pengawasan dan
Penertiban Bangunan dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat Pemeriksa lnternal Pemerintah; dan
c. Inspektorat.

(2)



BAB X

KETEN'TUAN PENUTUP

Pasal 70

pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur

Nomor 47 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas

Penataan dan Pengawasan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan perlgundangan
p6raturan Gubernul ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2oo9

GUBERNUR PROVINSI DAEMH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
Padatariggal 5 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
IBUKOTA JAKARTA,

BERITA DAE^BAH
TAHUN LVVY

PROVINSI DAERAH KHUSUS
NOMOR T?7

KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

]BUKQTA JAKARTA,

MUHAYAT
NtP 050012362



Lir rn prrSn

BIDAN6
PERIZINAN

Poraturitn Daeralr []rovirrsr Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor tZ3 TAHUN 2009
Tanggat 27 Juli 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINA.q PENGAWASAN DAN pT TenilinN BANGUNAN

SEKSI
KEPEMILIKAN
BANGUNAN

SUEKEL
}ATAN

NSI DAERAH KHUSUS




